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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan model pemolisian berbasis
masyarakat (Community Policing) di Polres Mojokerto dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi
dalam implementasinya, khususnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Metode yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Community Policing di
Polres Mojokerto telah dilaksanakan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas, kegiatan sambang,
penyuluhan hukum, dan pembentukan FKPM. Penerapan ini telah meningkatkan keterlibatan
masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia masih
menjadi kendala signifikan, terutama dalam hal kompetensi sosial, beban kerja, dan ketersediaan
pelatihan berbasis komunitas. keberhasilan Community Policing sangat bergantung pada kapasitas
interpersonal petugas dan tingkat partisipasi warga. Diperlukan pelatihan intensif, pembenahan
sistem kerja, serta penguatan kemitraan sosial agar model ini dapat diimplementasikan secara
optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Community Policing, Polmas, Polres Mojokerto, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Sumber
Daya Manusia

ABSTRACT
This study aims to analyze how the community policing model is implemented in the Mojokerto
Police and identify the challenges faced in its implementation, particularly in relation to the quality of
human resources. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through
interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of
Community Policing at the Mojokerto Police Station has been carried out through the active role of
Bhabinkamtibmas, outreach activities, legal counseling, and the formation of FKPM. This
implementation has increased community involvement in maintaining security and public order.
However, the quality of human resources remains a significant obstacle, especially in terms of social
competence, workload, and the availability of community-based training. The success of Community
Policing is highly dependent on the interpersonal capacity of officers and the level of community
participation. Intensive training, work system reform, and the strengthening of social partnerships
are needed so that this model can be implemented optimally and sustainably.
Keywords: Community Policing, Polmas, Mojokerto Police, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Human
Resources

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban adalah dua pilar dasar yang menjadi fokus utama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu lembaga yang paling berperan dalam
memastikan tercapainya dua hal tersebut adalah kepolisian. Kepolisian memiliki tanggung

jawab untuk mencegah kejahatan, menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban sosial agar
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masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman (Febriawan, 2024). Kepolisian
sebagai institusi negara bertindak sebagai garda terdepan dalam menciptakan stabilitas
sosial melalui tugas-tugas operasional yang mencakup patroli keamanan, penyelidikan, dan
penindakan terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, peran polisi tidak hanya
terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek preventif yang
dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa aman
kepada masyarakat.

Kejahatan yang semakin beragam, termasuk kejahatan yang berbasis teknologi
(cybercrime), masalah sosial yang lebih kompleks seperti radikalisasi, terorisme, dan
kemiskinan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menuntut
adanya perubahan dalam cara pandang dan metode pemolisian (Weerawardhana &
Wijewardhana, 2024). Dalam banyak kasus, model pemolisian yang berbasis pada tindakan
represif atau pemaksaan hukum sering kali tidak memberikan dampak yang optimal dalam
memecahkan akar permasalahan sosial yang ada. Sebaliknya, model pemolisian yang lebih
responsif, berbasis kolaborasi dengan masyarakat, serta lebih mengedepankan aspek
pencegahan kejahatan dianggap lebih relevan dengan dinamika zaman yang terus berubah.

Dalam model Community Policing, polisi bekerja bersama masyarakat untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan secara kolaboratif (Habetegabrael,
2025). Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan pemecahan masalah, termasuk dalam hal pencegahan kejahatan,
pengurangan ketegangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan rasa
aman di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, polisi tidak lagi bertindak sebagai pihak yang
berada di luar komunitas, tetapi lebih berperan sebagai bagian integral dari masyarakat
yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial mereka.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi
oleh polisi dalam membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat, seperti masalah
kepercayaan masyarakat terhadap polisi, ketegangan sosial yang sering terjadi, serta
kompleksitas permasalahan keamanan yang semakin beragam. Oleh karena itu, penelitian
ini berperan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran SDM
kepolisian dalam menjawab tantangan tersebut dan bagaimana mengoptimalkan potensi

polisi dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.
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METODE PENELITIAN

Penelitian  merupakan  penelitian  hukum  empiris (“empirical  legal
research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherché”) . Soetandyo,
(2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal.
Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara
letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur
baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi
penelitian tentang text incontext) .

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian
nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan
fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam
proses perubahan sosial. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau
keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan
menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan jenis penelitian
ini untuk mengkaji peran Sumber Daya Manusia Kepolisian dalam Penerapan Community

Policing di Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Model Pemolisian Berbasis Masyarakat (Community Policing Model) Di

Kepolisian Resor Mojokerto

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan di
Kepolisian Resor Mojokerto, penerapan model Community Policing atau Pemolisian Berbasis
Masyarakat di wilayah hukum ini telah dilakukan melalui strategi-strategi yang mengacu
pada prinsip-prinsip kemitraan, pencegahan, dan partisipasi masyarakat.

Pemolisian berbasis masyarakat atau Community Policing (Polmas) merupakan
strategi kepolisian yang menekankan pentingnya kemitraan antara Polri, pemerintah, dan
masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Polmas
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bertujuan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, dan
menyelesaikan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Di wilayah hukum Polres Mojokerto, penerapan Polmas diarahkan untuk menjaga
stabilitas keamanan di berbagai sektor, baik perkotaan maupun pedesaan. Wilayah
Mojokerto memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari pemukiman padat, kawasan
industri Ngoro, hingga kawasan wisata sejarah dan religi. Kondisi ini menuntut pola
pendekatan kepolisian yang bersifat preventif, humanis, dan partisipatif, sehingga Polmas
tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan juga sebagai sarana
meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Pelaksanaan Polmas di Polres Mojokerto dilakukan melalui dua model, yaitu model
wilayah dan model kawasan. Model wilayah diterapkan pada tingkat desa, kelurahan,
dusun, atau RW dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang
beranggotakan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan petugas Polmas (Bhabinkamtibmas).
FKPM ini menjadi wadah komunikasi antara polisi dan masyarakat dalam membahas serta
menyelesaikan permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas. Hal
ini perlu dilaksanakan guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena
persepsi setiap orang akan berbeda tentang pemahaman akan hal hal yang membahayakan
keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (Cornelis, 2017). Apabila dalam suatu desa
atau kelurahan telah terdapat pranata adat atau kearifan lokal, maka lembaga tersebut
dapat difungsikan sebagai wadah Polmas tanpa harus membentuk FKPM baru.

Penerapan Polmas di Mojokerto dilaksanakan melalui sinergi tiga pilar utama, yaitu
unsur Polri, pemerintah, dan masyarakat. Unsur Polri diwujudkan melalui peran
Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polmas yang melaksanakan kegiatan sambang, patroli
rutin, penyuluhan hukum, serta penyelesaian perkara ringan dengan pendekatan
musyawarah. Unsur pemerintah, baik pemerintah daerah maupun perangkat desa,
mendukung penyediaan sarana dan prasarana, seperti Balai Kemitraan Polisi Masyarakat
(BKPM) atau balai desa sebagai pusat aktivitas Polmas. Sedangkan unsur masyarakat, yang
terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas lokal, serta pranata adat, dilibatkan
secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan berpartisipasi dalam pemecahan

masalah.
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Pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat (Community Policing) di Polres
Mojokerto dilakukan melalui serangkaian kegiatan operasional yang telah disesuaikan
dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Berlandaskan ketentuan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, kegiatan-
kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepercayaan, menciptakan relasi sosial yang
kuat antara polisi dan warga, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam
menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Rangkaian kegiatan strategis ini menunjukkan bahwa pendekatan Polmas di Polres
Mojokerto bukan hanya seremonial, melainkan berbasis pada rekonstruksi relasi kuasa
antara polisi dan masyarakat. Melalui kegiatan yang humanis, komunikatif, dan kolaboratif,
citra Polri sebagai institusi represif perlahan bergeser menjadi mitra sosial yang aktif dan
dipercaya.

Lebih dari itu, kegiatan strategis ini juga berdampak pada:

a. Peningkatan kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri.
b. Efektivitas pencegahan kejahatan melalui deteksi dini dan intervensi partisipatif.

c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena keamanan dipandang sebagai

prasyarat sosial.

d. Namun demikian, keberlanjutan kegiatan ini sangat tergantung pada:

e. Ketersediaan sumber daya manusia Polri yang berkualitas,

f.  Dukungan anggaran operasional,

g. Sinergilintas sektor, dan

h. Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas.

Polres Mojokerto juga mulai mengadaptasi pendekatan teknologi melalui layanan
informasi publik dan pengaduan berbasis media sosial serta program quick response sebagai
bentuk responsif terhadap aspirasi warga. Hal ini menunjukkan adanya orientasi yang kuat
terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap institusi

kepolisian
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Inovasi ini menjadi bagian dari proses transformasi menuju governance policing,
yaitu pola kepolisian yang tidak lagi hanya berdasarkan kuasa legal-formal, tetapi juga pada
legitimasi sosial dan partisipasi warga.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan model Community Policing
di Polres Mojokerto bukan hanya sebatas jargon administratif, melainkan telah menjadi
kerangka kerja normatif dan operasional yang ditopang oleh berbagai instrumen partisipatif.
Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai
pengontrol, penilai, dan mitra strategis dalam sistem keamanan publik.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam
pelaksanaan tugas, Polres Mojokerto tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik
terhadap institusi kepolisian, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa
keamanan adalah urusan bersama, yang hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang jujur,
setara, dan terbuka antara negara dan warga.

2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Mojokerto Dalam Menerapkan

Community Policing

Penerapan strategi Polmas yang sudah dilakukan memperlihatkan adanya sinergi
yang cukup baik antara kepolisian dan masyarakat. Keberhasilan ini ditandai dengan
meningkatnya trust masyarakat terhadap aparat, menurunnya angka kriminalitas ringan di
beberapa desa pilot project, serta terbentuknya kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan
hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas bersama seluruh elemen warga.

Namun demikian, efektivitas implementasi Polmas masih bersifat varian atau tidak
merata, tergantung pada kualitas pelaksana di lapangan, partisipasi aktif warga, serta
kemampuan manajerial pejabat Polsek dan Polres dalam mendukung inisiatif
Bhabinkamtibmas. Beberapa wilayah desa masih mengalami pendekatan formalistik atau
bahkan pasif karena keterbatasan dukungan struktural maupun sosial.

Tidak semua personel Polri memiliki kemampuan komunikasi, kepekaan sosial, dan
kecerdasan emosional untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat (Sukanto,
Soekorini, & Astuti, 2025). Beberapa Bhabinkamtibmas masih cenderung menjalankan tugas

secara administratif dan belum mampu membangun kedekatan kultural yang bermakna. Hal

Doi: 10.53363/bureau.v5i3.857 4008




Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol.5 No.3 September - Desember 2025

ini menghambat efektivitas penyampaian pesan keamanan maupun respons cepat terhadap
konflik sosial di lingkungan warga.

Ditemukan fakta bahwa satu orang Bhabinkamtibmas kerap harus membina lebih
dari satu desa atau kelurahan dengan karakteristik sosial yang kompleks. Akibatnya,
intensitas dan kualitas kegiatan sambang, penyuluhan, maupun deteksi dini menjadi kurang
optimal. Hal ini diperburuk dengan beban administratif yang cukup tinggi dan seringkali
tidak relevan dengan misi pemolisian berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan
Community Policing. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan, reformasi sistem
pendidikan kepolisian, dan perubahan orientasi budaya organisasi Polri menjadi prasyarat
penting untuk menghadirkan aparatur yang adaptif, empatik, dan kontekstual terhadap
dinamika masyarakat.

Prinsip problem solving atau pemecahan masalah secara partisipatif merupakan ciri
khas model Polmas. Di Polres Mojokerto, mekanisme ini telah diterapkan melalui proses
identifikasi masalah bersama, analisis sosial, formulasi solusi kolaboratif, dan pelaksanaan
tindakan preventif serta mediasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa model ini dapat
menekan angka konflik sosial dan membantu menyelesaikan persoalan warga tanpa harus
melalui jalur litigasi.

Salah satu contoh yang teridentifikasi adalah penyelesaian kasus konflik antar
kelompok pemuda melalui pendekatan adat lokal, difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas dan
tokoh masyarakat. Pendekatan semacam ini bukan hanya mengefisienkan sumber daya
penegakan hukum, tetapi juga mendorong pembentukan kesadaran hukum dan tanggung
jawab moral warga.

Penerapan model Community Policing oleh Polres Mojokerto tidak dapat dilepaskan
dari pendekatan teoritis yang menekankan pada pentingnya kemitraan sosial (social
partnership), responsivitas kelembagaan (responsive policing), serta tata kelola keamanan
yang demokratis (democratic governance). Ketiga perspektif ini memberikan landasan
epistemologis terhadap pergeseran peran kepolisian dari institusi koersif menuju aktor
pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori social partnership menempatkan hubungan antara negara dan masyarakat

sebagai hubungan yang saling membutuhkan dan saling memperkuat. Dalam konteks
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Polmas, kemitraan sosial mengharuskan kepolisian untuk menjalin relasi kerja sama yang
bersifat horizontal dengan komunitas. Prinsip ini terejawantahkan dalam berbagai program
seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), kegiatan sambang warga, serta
pemecahan masalah berbasis konsensus warga (problem-solving partnership). Hal ini selaras
dengan pendapat (Sulistiyani, 2004) yang menyatakan bahwa kemitraan adalah bentuk
persekutuan kerja sama dua pihak atau lebih yang didasari rasa saling membutuhkan dan
kesetaraan peran untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam praktiknya, keberhasilan FKPM di beberapa desa di Mojokerto
memperlihatkan bahwa ketika kepolisian memposisikan masyarakat sebagai mitra sejajar
bukan sekadar objek penindakan maka akan tercipta legitimasi sosial dan kesadaran kolektif
untuk menjaga keamanan lingkungan secara sukarela. Ini membuktikan bahwa konsep
kemitraan sosial tidak sekadar norma ideal, tetapi nyata dapat diimplementasikan dalam
tataran operasional.

Di Polres Mojokerto, hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk penyelesaian masalah
sosial melalui musyawarah desa, mediasi antar keluarga, hingga intervensi sosial dalam
kasus kenakalan remaja atau konflik horizontal. Ketika aparat bertindak bukan hanya atas
dasar norma hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan nilai-nilai lokal, maka
mereka menjadi bagian dari komunitas itu sendiri bukan entitas asing yang hanya hadir saat

terjadi pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus penyalahgunaan
narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU
SPPA menekankan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua
belah pihak, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan memulihkan kembali keadaan sosial
yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Dalam praktiknya, Polres Mojokerto menerapkan keadilan restoratif melalui

mekanisme diversi pada tahap penyidikan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa forum
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diversi dilakukan secara musyawarah antara pelaku anak, keluarga, Balai Pemasyarakatan
(Bapas), pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA.
Proses ini memberikan ruang dialog dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan,
menghindarkan anak dari jerat pidana yang berpotensi merusak masa depan sosial dan
psikologisnya. Simulasi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat
sebagai pengguna narkotika dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi medis atau sosial yang
bekerja sama dengan BNN dan Dinas Sosial setempat, selama kasusnya memenuhi syarat
diversi, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pelaku pengulangan atau
anggota sindikat kejahatan terorganisir (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Namun, jika anak terlibat dalam jaringan sindikat pengedar narkotika atau
melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun, maka diversi tidak dapat
diterapkan dan proses hukum pidana tetap dilanjutkan di pengadilan anak. Kasus-kasus
semacam ini menunjukkan keterbatasan ruang diversi pada tindak pidana serius,
sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
memperberat hukuman terhadap pihak yang mengeksploitasi anak dalam kejahatan
narkotika. Dengan demikian, penerapan restorative justice oleh Polres Mojokerto bersifat
selektif dan bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik kasus serta regulasi yang
mengikat

Secara garis besar keberhasilan maupun kegagalan implementasi restorative justice
dalam penanganan kasus narkotika anak di Mojokerto dipengaruhi oleh sejumlah faktor
struktural, kultural, dan operasional. Pertama, faktor ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan
SDM pendamping sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Minimnya lembaga
rehabilitasi anak dan kekurangan tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan
dan pekerja sosial sering kali menghambat implementasi kesepakatan diversi, terutama
yang menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini memperlihatkan adanya
kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan infrastruktur (Mahendra, 2024).

Kedua, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan penting dalam
proses pemulihan anak. Anak yang memperoleh pendampingan moral, emosional, dan
sosial dari keluarga serta diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya cenderung memiliki
peluang lebih besar untuk tidak mengulangi pelanggaran. Teori ecological system dari

Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh
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interaksi antara individu dengan sistem sosial terdekat, seperti keluarga dan komunitas.
Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi sosial pasca-diversi sangat tergantung pada
kesiapan lingkungan dalam menerima anak sebagai bagian dari proses pemulihan.

Ketiga, komitmen aparat penegak hukum, terutama di Polres Mojokerto, menjadi
faktor kunci dalam menjalankan pendekatan restorative justice. Penyidik Satresnarkoba dan
unit PPA menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan forum diversi dan berkolaborasi
dengan Bapas serta lembaga rehabilitasi. Komitmen ini menunjukkan kesesuaian dengan
pendekatan humanistik-psikologis yang menekankan pada empati, pemulihan, dan
perubahan perilaku anak pelaku.

Keempat, stigma sosial dan penolakan dari korban atau masyarakat masih menjadi
tantangan besar. Banyak masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif dan
menilai pendekatan ini sebagai bentuk pemakluman terhadap pelaku. Akibatnya, partisipasi
korban dalam forum diversi sering kali rendah atau bahkan tidak ada, sehingga menghambat
pemulihan kolektif yang menjadi inti dari restorative justice (Purwati, 2020). Rendahnya
literasi hukum masyarakat tentang konsep keadilan restoratif menunjukkan perlunya
edukasi publik yang sistematis.

Kelima, kurangnya sistem monitoring pasca-diversi menyebabkan tidak adanya
mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap anak yang telah menjalani proses pemulihan.
Anak yang dikembalikan ke lingkungan lama tanpa pengawasan rentan mengalami relaps
atau kembali pada jejaring pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi
pengawasan dalam sistem diversi agar tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi juga

mencakup reintegrasi sosial berkelanjutan.
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